KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: DPR Perketat Pengawasan SAL dan Disiplin Fiskal
: Kamis, 03 September 2026

: Kompas
9

DPR Perketa
SAL dan Disi

t Pengawasan
plin Fiskal

Penggunaan SAL pada tahun berjalan harus memperoleh persetujuan DPR sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan, Koordinasi dengan instansi terkail pun akan diperkuat.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Per-
wakilan Bakvat akan mcinper-
ketat pengawasan terhadap pe-
laksanaan APBN 2027 dengan
mewsjibkan pemerintsh meng-
evaluasi perkembangan asumsi
makre setiap tigs hulan seria
melaporkan pengelolaon saldo
angggaran lehih atan SAL dan
profl utang secara berkala

Langkah itu ditempuh untuk
memastikan pengendalion de
fisit, tickak hanya bertumpu pa-
da utang dan  pembiayaan,
tetapi juga ditopang pengatsn
kondisi fskal, Komisi X1 DER
memints pemerintah memper-
kuat pendapatan negara dan
kunalibas belanja sgar ruang fis-
kal tetap terjaga dan peinbi
ayaan hist diarahkan ke ke-
giatan produktif

Kasepakatan mengensdi
asumsl doasar chonomi makro,
sasaran pembangunan, dan in-
dilator pombangunan BAPBN
2027 tersehut dicapai dalam ra-
pat kerja Komisi X1 DPR ber-
anma pemerintah di Kompleks
Parlemen,  Senayvan,  Jakarta,
Habw (2/9:2026)

Ketua Komisi XI DPR Mu
khamad Mishakhun mengata-
: cpakatan asumsi makro
an difkuti mekanisme pe-
mantauan secara berkala, Ke-

munm'l-m Kewangan, Kemen-
i 5, Bank [o
L Ortorita 1 Reuang-

an, ]_.c.mh.u,.Ll-‘uli: ir Apran-
anm, dan Badan Pengelola [n-
vestasi Danantara akan diminta
menvampaikan - kaporan per-
kembanpan dan evaluasi setiap
tiga bulan selama 2027,

"Laporan perkembangan dan
evaluasi asumsi makro dalam
pelaksanaan APON setiap tiga
bulan pada tahun 2027 kata
Misbakbun.

Adapun  laporan tersebut
mencakup perkembangan per-

tumbuhan  ekonomi,  inflasi,
nilai tukar, dan tingkat bunga
SEN. Pemerintzh juga harus
mclaporkan dampakiiya
terhadap pendapatan dan he-
Lot negars, keseimbangan pri
mer, defisit anggaran, pembi-
oyvaon, serta posisi utang pe
merintah,

Eomisi XI selanjumya akan
memberikan  rekomendasi ke
Kemenkeu  untuk melakulan
mitigasi risiko fiskal ddan me-
pvestaikan - kebijakan  APBN
apehila diperlokan, Mekanisme
i bertujuan  menjaga Kesi-
nambungan ksl seloaligus me-
mastikan APBN tetap berty gsn
sehugial stahilisasi
chonomi dan pendorong peme-
hangman,

Komisi X1 juga meminta pe
merintah I'I'IHI'I1E'IPI'|(I‘1 al E'IE'I'l'rl’-
lolaan pembiayaar. Pemerintah
diminta memastikan defisit dan
utang tetap berada dalam batas
aman dengan mengedepankan
prinsip kehati-hatian, pengelo
laan risiko, trnsparansi, dan
akuntabilitas.

Menurut - Mishakbun, kebi-
]lkl.n defisit dan

instrumen

I]}.{iul g

angan negara, Pemerintah perlu

meningkathan pendapatan

negara dan |1H..I'Ili\L riaili k-

EEA PCNECIL-

g A B - -

ta dilakukan IL\.\ 1t tambahan

utang atau sumber pembiayaan
Lain.

Pemerintah juga diminta me-
mastikan pembi 1, teriila-
ma utang, digunakan untuk ke-
giatan produktif yang bisa men
dorong pertumbuban ekonomi,
menciptakan  lapangan  kerja,
i an  produktivitas
hteraan imasvarakal.
Penggunaannya  tetap  harus
memperhitungkan biayva, risiko,

=

lan kemampuan keuangan ne-
gara dalom jangka panjong.
SAL diawasi

Pengawasan - DPH jug di-
arahkan  pada  pemanfaatan
SAL oleh  pemerintah, Mis-
bakhun mengatakan, pengeu
naan SAL pada lzhan herjalan
hares memperoleh persetujuan
Aesiaic o peraturan o perun-
dang-undangan. SAL juga perlu
dlikelnla secara hati-hati dan ap-
tirmal -scbagal penvangea fiskal
datam menghadap ketidakpas-
L

"Penggunasan saldo anggarsn
lebih vang kita kenal dengan
SAL pada tahure anggarsn her=
Jalan harus mendapatkan per
setujuan_seperti PR, sesuai
peraturan  perandang-undang
amyang herlake™ ujarnya.

Pemerintah sclinjutiya wa
il menampaikan laporan pro-
fil utang kepada Komisi X1 sc
cara berkald, Laporan tersehut
mencakup posisi, struktur, dan
indikator risiko utang, terma-
suk kepemilikan SBN domestik
yang diperdaganglkan

Komisi X1 juga meminka pe-
merintah  memperkuat  pasar
kevangan domestik. memper-
luas hasis investor, dan men-
diversifikasi sumber pembiaya-
an untuk mengurmgi dam
gejolak chsternal, Skema kerja
sama pemerintah dan badan
usaha serta Mleaded finance di
dorong  untuk  mendukung
pembinyaan investasi

Dalam pembiayaan investasi,
pemerintal diminta mengop-
timalkan  peran  Danantara,
BUMN, dan  special  mission
vehicie (SMY) Kemenkeu untuk
mendukung  agenda  prioritas
nasional serta pengelolaar
tegara, Pemerintah jugadi
ta mengarahkan  pembis
nonutang di scktor pera mithan

untuk masvarakat berpengha-
silan rendah.

Menteri Keoangan Porbaya
Yudhi Sadewa menilad penem
patan SAL di perhankan tidak
akat  mengganggn  likuiditas,
Sehaliknva, kehijakan fersehat
dinilad dapat menciptakan
ang hagi pertumbihan kredit
vang lebib tinggi dan mende
kong ekspansi sektor swasta,

"Itu (=2AL) kalan  ditaban
ferns ke depan, cukup mencip-
takan pertumbuhan kredit di
atas 20 persen. [ata feralhir,
ko, kvedit 128 persen. mening
kal alibandingkan sehelumnys
kovena pengarah lkaiditas di
sigtem keuangn kila,” ujarmya,

!‘mlﬂ}m sebelumiya mem
perpanjang penempatan dana
SAL di perbankan hingga Juli
20027, Menurul d PR et -
an dama pemerintah  dalam
waktu lehih panjang memberi
peluang lebib besar untuk men
viptakan kondisi likuiditas ya
mendukung intermediasi per-
hankan,

Dhalam membaca kondis
kuiditas, Purhava meng Aan
lebih menggunakan  perkem
bangan hase maney (M) di-
bandingk Tikouicd ter-
hadap dana pihak ketiga, Pada
Jull 2026, base money wmbub
18,3 persen dan pada Agustus
diperkirakan masih berada di
kisaran 18 persen,
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Tingkatkan koordinasi

Menurut Purbaya, pemerin:
tah skan meningkatkan koor-
dinasi dengan Bank Indonesia
agar penempatan SAL mem-
berikan dampak optimal ter-
hadap perekonomian,

"Dengan koordinasi vang le
hih baik antara keuangan dan
bank sentral, rang bagi kita
untuk menciptakan kondisi li-
Kuiditas vang bagus untuk per-

bankan terhuka lebar Sekior
swasta itu bisa tumbuh lebih
haik dibandingkan (ahun se-
belummnya,” ujarnya

I hahkean optimistis pertum-
bsfaan ckonomi pada 2027 da
pat melampani targel 6 persen
apabila  pemcrintah  mampu
mendorong aktivitas ekonomi
secara konsistery “Iru kalau pe
merintah mulas saj
bieh 6 persen chonotminyae Kan,
sekarang pemerintah rajin, Ja-
di. akml signifikan di atas 6
persen,” kata Purbaya.

Apabila pemerintaby sowale
to-wakin dalam kondisi terde-
salt don perlu menavik dana
tersehut,  umkap  Purhaya,
Langkah itu okion di
kewrrdinasikan dengan Bank Tn-
donesia agar tak mengeangsu
kondisi likuiditas,

La pun memastikan SAL tidak
dapat langsung  digunakan
sebelum melalui prosedur per
setujuan DIH, Sebagian dana
dapat ditempatkan di BI dan
sebugian lainnya di sistem per-
bankan sesuai kebutuhan pe-
o #rs ki pen

sebelumnya memang ditujukan
untuk memperkuat  likuiditas
perbankan dan mendorong pe-
pyaluran kredit ke sektor riil
Setelah masih tumbuh di hawah
1 persen hingga April 20026,
an krexdit meningkat
51 persen pada Mei
58 persen pada Juli,
Mamnun, percepatan Kredit
berlangsung di tengh tekanan
terhadap nilad tukar dan likua-
iditas, Ketika rupiah sempat
tertekan  hingga  sekitar Rp
18000 per dolar AS. Bl mem-
perketat kebijakan moneternya,
Kondisi itu turut meningkatkan
biava dana porbankan dan da-
pat memengaruhi kemampuan
intermediasi bank. (DI
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